DOKUMEN INI MILIK KEMENDAGRI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 7 7 ¢
TENTANG
PEMBENTUXAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

MENTERTI DALAHN NEGER I,

2. bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintah
an Desa/pemerintahan Xelurahan secara berdayaguna
dan berhasllguna perlu membina dan melestarikan ni
lai~nilal kehidupan masyarakat Indonesia yang ber-
dasarkan kegotong-royongan dan kekeluargsan dalam
meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahtera
an bersama;

b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk
menetapkan Peraturan Menterl Dalam Negeri tentang
Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1574 tentang Pokok-po-
kok Pemerintahan Di Daerah {Lembaran Hegara Tahun
1974 Nomor 38, Tambanan Lembaps Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin-
tanan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).

MEMUTUSKATN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEYBENTUYAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN VARGA.

EAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a, Desa ,....
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8.

Desa adalsh suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah
penduduk sebagal kesatuan masyarakat termasuk dl1 dalam
nya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyal organisa-
g8i pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan
berhak menyelenggarakan rumah tangganyza sendiri dalam
Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesla.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang dltempati oleh se-
Jumlah penduduk yang mempunyal organisasi pemerintahan
terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak me
nyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Keputusan Fepala Desa adalah semua keputusan yang meru
pakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksana-
an Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pemba-
ngunan 41 Desa sepanjang tidak bertentangan dengan ke~
pentingan umum mauvpun peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Keputusan Kepals Xelurahan adalah semua keputusan yang
merupakan pelalisanaan dari kebljaksanaan Pemerintah a-~
tasannya dan kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang me-
nyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan se-
panjang tidak bertentangan dengan kepentingan umm mau
pun perafturan perundang-undangan yang berlaku.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masya
rakat yang dilakul dan dibina oleh Pemerintah untuk me-
melihara dan melestarikan nilai-nilal kehidupan masya-
rakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan
kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelan-
caran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di Desa dan Xelurahan.

Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Nega
ra Republik Indonesia maupun orang asing yang bertem-
pat tinggal tetap di dalam wilayah Rukun Tetangga dan
Rukun Varga yang bersangkubtan.

Kepala Keluarcsa adalah penanggung jawab anggota keluar
ga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Ke
luargsa.

Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

Lingkungan adalah baglan wilayah dalam Xelurahan yang
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Ke
lurahan.

Jj. Swadaya...
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J. Swadaye masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelom-
pok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri
mengadakan ikhtiar ke arah pemenvhan kebutuhan Jangka
pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam ke-
lompok masyarakat 1tu.

k. Gotones royong adalah bentuk kerjasama yang speontan dan
sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal-
balik yang bersifat suka-rela antara warga Desa/Kelu-
rahan dan atau antara warga Desa/Kelurahan dengan Pe-~
merintah Desa/Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi ke-
butuhan Desa/Kelurahan yang insidentil maupun berke-
langsunpan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
bersama baik materiil maupun spiritual.

BAB II
KEDUDUEKAN

Pasal 2

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasl masyara
kat di Desa/Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Peme-
rintah.

BAR TII
MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

Rukun Tetangea dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud
dan tujuan untuk

a. Memellhara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan ma-
syarakat Indonesia yane berdasarkan kegotong royongan
dan kekeluargaan.

b. Meningkatkan kelancaran pelaksanasn tugas pemerintah-
an, pembangunan dan kemasyarakatan.

¢. Henghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam
usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pasal 4

(1) Setiap Rukun Tetangga terdivi dari sebanyak-banyak-
nya tiga puluh Kepala Keluarga untuk Desa dan lima
puluh Kepala Keluarga untuk Kelurshan.

(2) Setiap ...
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(2)

(3)

(1)

(2)

(32

(4)

(1)

(2)

Setiap Rukun Warga terdirl darl sekurang - kurangnya
dua Rukun Tetangga untuk Desa dan tiza Rukun Tetang-

xa untuk Kelurahan.

Setiap Dusun sekurang-kurangnya dibentuk dua Rukun
Warga dan untuk setiap Lingkungan tlge Rukun Warga.

Pasal 5

Pembentukan Rukun Tetangge dimusyawarahkan/dimufakal
kan olen Kepala Dusun/Kepala Lingkunzan dengan Xepa-
la Keluarga setempat.

Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan/dimufakatkan
oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dengan Pengurus Ru
kun Tetangga setempat.

Hasil musyawarah / mufakat sebagai dimaksud ayat (1)
dan ayat (2) dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa
/Keputusan Kepala Kelurahan.

¥Yeputusan Kepala Desa/Keputusan Kepala Kelurahan se-
bapai dimaksud ayat (3) baru berlaku setelah menda-
pvatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati/Waliko
tamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAD Iv
KEANGGOTAAN, TUGAS POXOK, HAK DAN

KEWAJTIBAN

Pasal 6

Anggota Rukun Tetanzga adalah penduduk setempat yang
terdaftar pada Kartu XKeluarsa vang diwakili oleh Ke-
pala Keluarca.

Angeota Rukun Warsma adalah Rukun Tetangpa~Rukun Te-
tancea yans diwakili oleh Pensurus Rukun Tetangga.

Pasal 7

Tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

a. Membantu terwujJudnya kehidupan masyarakat berdasarkan

Pancasila, Undang-undans Dasar 1945 dan Wawasan Nusan
tara.

. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi
masyarakat.

e, Membantu...
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(1)

(2)

(1)
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Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam
rangka menunlang stabilitas Nasional.

Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setlap pro-
gram Pemerintah,

Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat,
dan antara angpota masyarakat dengan Pemerintah.

Membantu penyelencraraan tugas pelayanan kepada ma-
gyarakat yang menjadi tanggung Jawab Pemerintah.

Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah
dan tugas penpgelolaan dalam rangka menciptakan keles-
tarian linskungan hidup.

Pasal §

Angzota Rukun Tetanzea dan Rukun Warpa mempunyal hak
sebazal berikut :

a. Mengajukan usul dan pendapat dalan musyawarah Ru-
kun Tetangra dan Rukun Yarga.

b. Memilih dan dinilinh sebagal Pengurus Rukun Tetang
ga dan Rukun Warsa, kecuali yang bherstatus Warga
Negara Asing.

Anggota Rukun Tetangza dan Rukun Warga mempunyai ke-
wajiban sebagal berikut :

a. Turut serta secara aktif melzksanakan hal-hal yang
menjadl tugas pokok organisasi Rukun Tetangga dan
Rukun Warga.

b. Turut serta secara aktilf melaksanakan keputusan
rmusyawarsh Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAD V
KEPENGURTSAKR
Pasal 9

Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :

a. Ketus,
b. Sekretaris,
¢. Bendahara,

d. beberapa oranc pembantu, sesual dengan kebutuhan
dan bila dipandang perlu.

(2) Pengurus...
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(2)

(1)

(2)

Pengurus Rukun Wargs teprdiri dari :

a. Ketua,
b. Sekretaris,
¢. Bendahara,

d. Seksi-seksi,
e. beberapa orang pembantu, sesusl dengan kebutuhan

dan blla dipandang perilu.

Pasal 10

Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Wargs se-
bagai dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf é; b dan c¢,dan
ayat (2) huruf a, b dan ¢, dipilih dari dan oleh ang
gota dalam musyawarah anggota.

Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga se-
bagal dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf ' d dan ayat (2)
huruf 4 dan e dltunjuk oleh KXetua melalui musyawarah
/mufakat dengan pengurus lainnya.

Pasal 11

Dalam hal pengurus sebagal dimaksud pasal 9 belum diben-
tuk, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dapat menunjuk pengu-

rus

sementara paling lama enam bulan dan segera dllaksa-

nakan pemililhan pengurus.

(1)

Pasal 12

Yang dapat dipilih menjadil Pengurus Rukun Tetangga
dan Rukun Warga sebagal dimaksud pasal 10 ayat (1) a
dalah penduduk setempat Warga Negara Indonesla yang
menjadl anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang
memenuhi syarat sebagal berikut : )

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945;

c. setla dan taat kepada Negars dan Pemerintah;

d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwlba

' was

e, tidak pernah terlibat langsung atau %idsk langsung
dalam suatu keglatan yang mengkhianati Negara Ke-
satuan Republik Indonesla yang berdasarkan Psnca-
sila dan Undang-undang Dasar 1945,seperti .30 S/

PXTI...
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

PXT, dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terla
rang lalinnya;

f. tldak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan
Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;

2. sehat jasmani dan rchani;

h. dapat membaca dan menulis askara latin;

i. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya
6 bulan dengan tidak terputus-vutus.

Yang dapat ditunjuk menjadi Pengurus Rukun Tetangga
dan Rukun ¥arga sebagal dimaksud pasal 10 ayat (2)
adalah penduduk setempat YWarza Yesars Indonesia yang
terdaftar nada Kartu Xeluar~z dan telah berusia 17
tahun ke atas atau pernah kewin serta memenuhi sya
rat sebaecal dimaksud ayat (1) huruf a sampai denean
huruf i,

Pazal 13

Pemllihan Pengurus Rukun Tetanrga dilaksanakan oleh
suatu Panitias varg terdirl dari

a. ‘ewala Dusun/Fepalsa Linckungan sebagal Ketus;

b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris,

¢. beberapa orang anggota yane ditentukan cleh Ke-
tua, blla dipandang perlu.

Pemilihan Pengurus Rukun Warpa dilaksanakan oleh s
atu Panitia vang terdiri dari

a. Repala Desa/Fepala Kelurahan sebagai Ketua,

0. Pemuka masyarakat scbagail sekretaris;

¢. beberapa orang ancgota yang ditentukan oleh Ke-
tua. blla dipandan~ verlu.

Hasll pemilibhan Peagurus Rukun Tetangpa dan Rukun
Warga sebagal dimeksud ayat (1) dan avat (2) diaju-
kan oleh Kepala Desu/Kepals Kelurahan kepada Camat
atas nana Bupati/Walikotamadva Eepala Daeranh Ting-
kat I termasuk Walikota di Daerah Fhusus Ibukota
Jakarta untuk mendapatkan venFesahan,

Pagal 14

Penzurus Rukun Tetansra dan Pukun Warga bertugas

dan berkewaliban untuk melsksanslzan

a. Tugas...
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&. Tugas pokox Ruhun Tetansza daa Rukun Varga scbaral
dimaksud pasal 7;

b, Xeputusan nusyawarah anggosal

¢c. membinz kerulkunan hidar uwarsa:

4. mawmbust lanernn tertulias mensenal ke~iatan orrani-
sasi palings sedikit enam bulan sekall:

. melanorkan hal-hal vane terjadl dalam masyarakat
vane dilangrap perlu mendapatkan penyelesalan oleh
Pemerintah kepada Xeosla Desza atau ¥epals Kelurah-

]

an.
{(2) Pernowrus Tukun Tetaness berhalk ¢

a. menvampalkan saran-sarasn  dan vertinmban-an kenads
FPeancurus Rubun Yarga mengenal hal-nal  yang berhu-
bunran denean mémbantu kelancaran npelaksanaan tu-
ras permerintshan, perbansunan dan kemasyarakatan:

b. memilih dan dirilih sebagal Pensurus Rukun Warpga.

{3) Penegurus Rukun Warsa berhak menyampalkan saran -saran
dan persimbansan kepada Fepala Dusun/Yepala Lingkung-
an men-enail hal-hal rane berhubunmsn dencan  menbantu
relancearan nelaksanaan tu-as pemerinitahan, pemnbancun-

an dan keaasyarawatan.

(4) Penrurus Rukun Tetangma dan Rukun Yarga melaporkan se
pala keglatan kepada an~mzota melalul musyawarah angso

ot

ta.

Pasal 15

Masza bakti Penrcurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah
3 %Zahun terhitung tanvegal mengesahan Camat alas nams BDupa
ti/Yalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Wallko
ta di Daerah Xhusus Tbukobta Jakarta dan dapat dipilih kem

ball untuik masa bakti beriikuinya.

e

asal lo

Ancrota Pengurus Rukun Tetans::a dan Bukun YWarra dapat di-
gantl atau perhenti sebelun habls masa balktinya dalan hal:

&. meningoal dunia:

L. 2tas rperrintaen sendiri;

¢. melaxuzan tindakan ran~ mep-hilanslkan kepercayaan pen-—
duduk Desa ztau Kelurshan terhadav kepemimpinannya se-
sarai Pensurus Rukun Tetancza stau Rukun Warga;



DOKUMEN INI MILIK KEMENDAGRI 9

d. tidak lagl memenuhi salah satu syarat yang ditentukan
dalam pasal 12;

e. pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetanpgga
atau Rukun Warga yang bersangkutan;

f. sebab-sebab lain yang bertetangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma ke-
hidupan masyarakat De=za.

Pasal 17

(1) Setilap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Tetang-
ga atau pemberhentian/penggantian sebelum habis masa
baktlnya, Xepala Dusun/Kepala Lingkungan berkewa]ib-
an memberitahukan kepada anggota tentang pemberhenti
an/penggantian pengurus dan melaporkannya kepada Ke-
pala Desa/Kepala Kelurahan.

(2) Setlap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Warga a
tau pemberhentian/penggantian pengurus sebelum habis
masa baktinya, Kepala Desa/Kepala Kelurahan berkewa-
Jiban memberitahukan kepada angrota tentang pember-
hentian/penspantian pencurus dan melaporkannya kepa-
da Camat.

BAB VI
MUSYAWARAH ANGGOTA
Pasal 18

(1) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan
wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam
lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

(2) Musyawarah sebagai dimaksud ayat (1) berfungsi untuk:

a. memilih pengurus;
b. menentukan dan merumuskan program kKerja;
¢. ménerima dan mensahkan pertanggungjawaban Pengurus.

(3) Musyawarah Rukun Tetangea dan Rukun Warga untuk menen
tukan dan merumuskan proeram diadakan sekurang—kurang
nya dua kali dalam 1 tahun.

(4) Musyawarah Rukun Tetancra dan Rukun Warga sebagal di-
maksud ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan
suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih daril sSepa
roh jumlah anggota.

(5) Apabila ...
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{(5) Apabila tidak tercapal jumlah anggota sebagal dimaksud
avat (4) selama dua kali berturut-turut, maka musyawa-
rah berikutnya diansgap sah dan dapat menetapkan suatu
keputusan setelah mendensar pertimbangan Camat.

(6) Keputusan musyawarah sebagai dimaksud ayat (1) ditetap
kan berdasarkan musyawarah/mufakat.

BAB VII
K E U A H G A H
Pasal 19

(1) Keuangan Rukun Tetancra dan Rukun Warga dapat diper-
oleh dari sumbancan yang tildak mengikat dan usaha-usa-
ha lain yang sah.

{2) Penrelclaan keuanzan vang diperoleh dari sumber seba -
gal dimaksud ayat (1) di administrasikan secara tertib
dan teratur serta membuat laporan tertulis sebagal di-
maksud pasal 14 ayat (1) huruf 4.

BAB VIII
K E KE A ¥ A A N
Pasal 20

Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warega di administrasikan
secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulils
sebagail dimaksud pasal 1% ayat (1) huruf d.

BAB IX
P B M B I N 4 A N
Pasal 21

Camat atas nama Bupati/Walikotamadya Eepala Daerah Tingkat
TI termasuk Walikota di Daerah Xhusus Ibukota Jakarta, Ke-
pala Desa/Xepala Kelurahan melaksanakan pembinaan terhadap
ocrpanisasi Rukun Tetanpsa dan Rukun Warsa untuk mencapai

dayaguna dan hasilgouna yang sebesar-besarnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 22

Rukun Tetangra dan Rukun Warea atau vans dlsebut dengan na
ma lazinnya yang sudah ada pada saat mulal berlakunya Per-
aturan ini, dinyatakan sebagal dukun Tetangga dan Rukun
warza menurut Peraturan ini.

Paszl 23 ...
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Pasal 23

Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warpa atau yang
disebut dengan nama lainnya yang ada pada saat mulail berla
kunya Peraturan inl, tetap menjalankan tugasnya kecuali ai
tentukan lain berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang
mengatur mengenail Rukun Tetanpga dan Rukun Warga dan ke-
tentuan-ketentuyan lain yang bertetanzan dengan Peraturan
ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur
lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri,

Pasal 26

Peraturan ini mulal berlaku pada tangpal ditetapkan.

Ditetapkan d1 : Jakar t a

Lol + s

Pada tanggal : . iyt

MEHNTERI DALAM NEGERI,

Aoepran

OEPARDJO



